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PUTUSAN
Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Talu

e NN A . s
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara
Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir ..., 09 Februari 1981, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga,
tempat kediaman di Jalan ..., Jorong ..., Kenagarian ...,
Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman
Barat, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone ...,
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan

alamat email: ...@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK : ..., tempat dan tanggal lahir ..., 20 November 1979, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat
kediaman di ..., Jalan ..., Jorong ..., Kenagarian ...,
Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman
Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handphon ...,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti yang

diajukan oleh Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Februari

2022 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Talu, tanggal 02

Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :
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1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1999 M/ 29 Syafar 1420 H, Penggugat telah
melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ... tertanggal 21 Oktober
1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah
Melintang, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama membina rumah tangga di rumah sendiri di Jalan ..., Jorong ...,
Kenagarian ..., Kecamatan Lembah Melintang, sampai berpisabh;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang
anak bernama:

3.1. ..., lahir pada tanggal 01 November 2001;

3.2. ..., lahir pada tanggal 23 Februari 2010;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah
tangga yang baik, namun sejak bulan April 2011, rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan
lain yang bernama ... antara Tergugat dengan perempuan tersebut sering
menelphone dan smsan secara sembunyi-sembunyi bahkan Tergugat
pernah ketahuan oleh Penggugat saat Penggugat membaca pesan yang
berisi kata-kata mesra dari perempuan tersebut di haphonenya Tergugat;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Juni 2011 Tergugat
pergi sendiri dari rumah milik sendiri karena Tergugat masih juga
berselingkuh dengan perempuan yang berbeda-beda antara Tergugat
dengan perempuan sering menelphone bahkan Tergugat sudah menikah di
bawah tangan dengan perempuan tersebut sehingga Penggugat tidak
tahan lagi dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban
sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 9 tahun 7 bulan

lamanya;
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6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 9 tahun 7
bulan, hak dan kewajiban suami isteri mulai tidak penuh sebagaimana
mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya
sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi
dengan sikap Tergugat dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak
bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama
Tergugat;
8. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat
mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
9. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis
Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang
amarnya sebagai berikut:
Primair
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Subsidair
Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

halangan yang sah;
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Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di
persidangan yang tertutup untuk umum, sebagaimana dicatat dalam Berita
Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :
® Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ... tertanggal 21 Oktober 1999
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah
Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang telah
di-nazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai secukupnya, setelah
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi
kode (P.);
B. Saksi :

1. ..., di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan

keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat merupakan suami Penggugat yang menikah
tahun 1999;

- Bahwa setelah nikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di rumah milik bersama yang berada di ..., sampai berpisah;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011, Penggugat dan Tergugat
sering bertengkar bertengkar;

- Bahwa penyebab keduanya sering bertengkar karena Tergugat
menikah dengan wanita lain;

- Bahwa sejak lebih dari sembilan tahun lamanya sampai dengan
sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup
bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat
untuk mempertahankan keluarganya bersama Tergugat, namun
nasehat tersebut tidak berhasil;
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2. ..., di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan

keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat merupakan suami Penggugat yang menikah
tahun 1999;

- Bahwa setelah nikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di rumah milik bersama yang berada di ..., sampai berpisah;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011, Penggugat dan Tergugat
sering bertengkar bertengkar;

- Bahwa penyebab keduanya sering bertengkar karena Tergugat
menikah dengan wanita lain;

- Bahwa sejak lebih dari sembilan tahun lamanya sampai dengan
sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi hidup
bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat
untuk mempertahankan keluarganya bersama Tergugat, namun
nasehat tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa
Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon
dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

---Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang
Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) Jo.
Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan
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berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan
Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah
memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana
yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal
26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut
telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-
pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan, Tergugat tidak pernah hadir
di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap berupaya menasehati
Penggugat agar mengurunkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun
usaha tersebut tidak berhasil, dengan demikian perkara ini akan diperiksa tanpa
kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim
menilai bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah
diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal,
ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya
fundamentum petendi serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil
gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan
sejak bulan April 2011 dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun
kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam
pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.
Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat
berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Anggi Amora, antara
Tergugat dengan perempuan tersebut sering menelphone dan sms an secara
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sembunyi-sembunyi bahkan Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat saat
Penggugat membaca pesan yang berisi kata-kata mesra dari perempuan
tersebut di handphonenya Tergugat. Akibat dari pertengkaran tersebut,
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling
menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak lebih dari
sembilan tahun lamanya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat
didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,
sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi
pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai
berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan

bagaimana bentuknya?

2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran

tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap

keutuhan rumah tangga?

3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi

harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana
Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P. serta dua orang saksi di
persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.
tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan
demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti
surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang
diberitanda P., menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah
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suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan
relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis
Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih
terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal
10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat
merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (legal
standi in judicio);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah
fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan
keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut juga berdasarkan apa yang dilihat dan
atau didengar sendiri oleh kedua saksi tersebut dan keterangannya juga saling
bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi salah
satu syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat,
terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13

Juli 1999;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terkahir tinggal

bersama di rumah milik bersama yang berada di ..., sampai berpisabh;

3. Bahwa sejak pertengahan tahun 2011, rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

Tergugat menikah dengan wanita lain, kemudian keduanya juga telah

berpisah tempat tinggal sejak lebih dari sembilan tahun lamanya sampai

dengan sekarang;
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4, Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta
hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang

sampai saat ini belum bercerai;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2011, hal mana

terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak
lebih dari sembilan tahun lamanya sampai dengan sekarang;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak

saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan
latar belakang historis perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana
dalam fakta-fakta di atas (terjadi pertengkaran sejak pertengahan tahun 2011,
kemudian terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak lebih dari sembilan tahun
lamanya sampai dengan sekarang dan keduanya juga sudah tidak
mempedulikan lagi), serta kenyataan di persidangan bahwa antara Penggugat
sudah tidak mau untuk hidup berumah tangga bersama dengan Tergugat lagi,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak
mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama, serta tanpa
ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta pernah didamaikan oleh
pihak keluarga, kecuali dikarenakan telah adanya peristiwa perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran sejak pertengahan
tahun 2011 dan perpisahan tempat tinggal sejak lebih dari sembilan tahun
lamanya sampai dengan sekarang, membuktikan bahwa telah terjadinya
perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, yang merupakan perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama)
yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi

dalam rumah tangga;
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Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat
sudah tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan
Tergugat, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang
adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan
antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara
Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya
hubungan kasih sayang di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sangat prinsipil dan sangat
berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah
dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya,
maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan
yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur’an surat Ar-
Rum ayat 21 yang berbunyi:

8555 3555 Jazs Lgll] 15850 151551 250l 50 250 15 Ol asli] o
09358Y psalobY IS (8Ol da35 55
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu
istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang,

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai meskipun perceraian adalah
suatu bentuk kemudharatan bagi sebuah hubungan suami istri, namun
mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan
pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan
mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak,
sementara sebuah kaidah fikih menyatakan:

logasl LISl | o logalas] (xeg ) Oliamis Lo lsi 13)
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“Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah
kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan
yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu berpedoman kepada
Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 44 K/AG/1998 dalam kaidah
hukumnya menjelaskan “bahwa oleh karena percekcokan terus menerus dan
tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan
saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993
tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum Majelis
Hakim dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut “Isi Pasal
19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Factie berpendapat
bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang
salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula
dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, berdasarkan pasal
70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan
Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek (Pasal 149 ayat 1 R.Bg.) dengan
menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di muka sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Jum’'at, tanggal 11 Februari 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 10 Rajab 1443 Hijrah, oleh kami Rinaldi M., S.H.l.,, sebagai
Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.l., L.LM dan Muhamad Tambusai Ad Dauly,
S.H.l., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu
oleh Drs. Defrizal sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat,

tanpa hadir Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
Latif Mustofa, S.H.l., L.LM. Rinaldi M., S.H.l.
Hakim Anggota

Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.l., M.H Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/Pdt.G/2022/PA.Talu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Defrizal

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ProsesRp 50.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 260.000,00

4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00

5. Biaya RedaksiRp 10.000,00

6. Biaya MateraiRp 10.000,00
Jumlah Rp 380.000,00
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